
TUJUAN (POKIN LEVEL 1)

INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 

1)

SASARAN (POKIN LEVEL 2)

INDIKATOR SASARAN (POKIN 

LEVEL 2)

Nilai Evaluasi AKIP Kemenpan RB 

komponen evaluasi akuntabilitas 

internal 

PROGRAM (SIPD) 3.1.  PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 

3)

1.1.1. Meningkatnya kualitas 

evaluasi akuntabilitas internal 

pemerintah daerah 

2.1.1. SPIP berdampak pada efektivitas 

dan efisien pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintah daerah

2.1.2. Terwujudnya 

pengendalian risiko yang 

memadai

INDIKATOR PROGRAM (POKIN 

LEVEL 3)

Persentase PD yang mendapat  

predikat AKIP  A  

Rata-rata skor evaluasi sub unsur 

Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah

Rata -rata skor evaluasi 

komponen MRI

KEGIATAN (SIPD) 2.1.1 Pendampingan dan Asistensi 2.1.2 Pendampingan dan 

Asistensi

2.2.2. Perumusan 

Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan 

dan Fasilitasi 

Pengawasan

3.1.1. Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

1.2.2. Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal

3.2.4. Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 

4)

1.1.1.1. Meningkatnya kualitas 

implementasi SAKIP OPD

2.1.1.1. Meningkatnya Perangkat Daerah 

yang menerapkan SPIP

2.1.2.1. Meningkatnya 

Perangkat Daerah yang 

menerapkan MR

2.1.3.1. Meningkatnya 

Perangkat Daerah yang 

menindaklanjuti hasil 

survey SPI KPK

2.1.3.2. Meningkatnya 

Komitmen Perangkat 

Daerah dalam 

Pembangunan Zona 

Integritas

2.1.3.3. Terwujudnya 

penerapan WBS dan 

benturan kepentingan pada 

Perangkat Daerah

2.1.3.4. Meningkatnya 

tingkat kepatuhan 

LHKPN

2.1.3.5. Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 

gratifikasi

2.1.3.6. Meningkatnya 

Perangkat Daerah yang 

menerapkan Reformasi 

Birokrasi

2.2.1.1. Meningkatnya 

profesionalisme 

pelaksanaan pengawasan 

(asurans) dan konsulting

2.2.1.2. Meningkatnya 

manajemen 

pengawasan

2.2.2.1. Meningkatnya 

kualitas perumusan 

kebijakan teknis 

dbidang pengawasan

3.1.1.1. Meningkatnya 

kompetensi SDM APIP

1.2.1.1. Meningkatnya  

sinergitas pengawasan dan 

penanganan pengaduan 

masyarakat berkadar 

pengawasan 

1.2.1.2. Meningkatnya  

sinergitas pengawasan dan 

penanganan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah 

1.2.2.1. Meningkatnya  

sinergitas kerjasama 

pengawasan internal dengan 

lembaga pembina dan APH 

3.2.4.1. Meningkatnya 

kualitas laporan proses 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

INDIKATOR KEGIATAN (POKIN 

LEVEL 4)

Persentase OPD yang telah 

mengimplementasikan SAKIP sesuai 

LKE

Persentase Perangkat Daerah yang 

menerapkan SPIP 

Persentase Perangkat 

Daerah yang menerapkan 

MR

Persentase Perangkat 

Daerah yang 

menindaklanjuti hasil 

survey SPI KPK

Perangkat Daerah  yang 

memenuhi kelayakan Zona 

Integritas nasional

Persentase penanganan 

pelaporan WBS dan 

benturan kepentingan

Persentase capaian 

pelaporan LHKPN 100%

Persentase penanganan 

pelaporan gratifikasi

Persentase Perangkat 

Daerah yang 

menerapkan RB

indeks Survey Kepuasan 

Pelaksanaan pengawasan

Persentase PKPT yang 

terlaksana sesuai 

rencana 

Persentase update 

(Pembaharuan) 

regulasi/kebijakan 

tentang pengawasan 

berdasarkan aturan 

terbaru.

Persentase APIP yang 

memiliki sertifikasi 

pelatihan /Diklat sesuai 

ketentuan/kebutuhan

Persentase penyelesaian 

pengaduan masyarakat yang 

berkadar pengawasan

Persentase penyelesaian 

penanganan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah 

Persentase kegiatan kerjasama 

pengawasan internal yang 

terlaksana sesuai rencana

Persentase dokumen 

laporan  proses 

pengadaan BMD yang 

sesuai dan patuh 

terhadap peraturan

SUB KEGIATAN (SIPD) 1.1.1.1.1. Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah

1.1.1.2.1. Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu 

1.1.1.2.2. 

Pengawasan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah

1.1.1.2.3. 

Reviu Laporan 

Kinerja

1.1.1.2.5. 

Pengawasan Desa

2.1.1.1.1. Pendampingan dan Asistensi 

Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.2.1.1. Pendampingan 

dan Asistensi Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.1.3.1.1. Koordinasi, 

Monitoring dan Evaluasi 

serta Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

2.1.3.2.1. Pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

2.1.3.3.1. Pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

2.1.3.4.1. Koordinasi, 

Monitoring dan Evaluasi 

serta Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

2.1.3.5.1. Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

2.1.3.6.1. 

Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi, dan 

Penilaian Reformasi 

Birokrasi

2.2.1.1.1. Pendampingan 

dan Asistensi Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.2.1.2.1. 

Pendampingan dan 

Asistensi Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.2.2.1.1. 

Perumusan Kebijakan 

Teknis di Bidang 

Pengawasan

3.1.1.1.1. Pendidikan 

dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

1.2.1.1.1. Pengawasan 

Dengan Tujuan Tertentu

1.2.1.1.2. Penanganan 

Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah

1.2.2.1.1. Kerjasama 

Pengawasan Internal

3.2.1.1.1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3.2.1.1.2.  Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

3.2.1.1.3.  Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah

3.2.2.1.1.  Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan ASN

3.2.2.1.2. Koordinasi 

dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Sem

esteran SKPD

3.2.2.1.3. 

Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

3.2.3.1.1.  

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

3.2.3.1.2. 

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

3.2.3.1.3. 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan

3.2.3.1.4. 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

Undangan

3.2.3.1.5. 

Penyelenggaraa

n Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

3.2.3.1.6. Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

3.2.4.1.1.  Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

3.2.5.1.1. 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

3.2.5.1.2. 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

Umum dan 

Kantor

3.2.6.1.1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

3.2.6.1.2.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan

3.2.6.1.3.

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

3.2.6.1.4.

Pemeliharaan/Re

habilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

SASARAN SUB KEGIATAN (SIPD) Terlaksananya  Evaluasi SAKIP PD Terlaksananya 

pengawasan dengan 

tujuan tertentu pada 

Perangkat Daerah

Terlaksananya audit Terlaksananya 

reviu

Terlaksananya 

monitoring

Terlaksannya 

evaluasi

Terlaksananya kegiatan 

pemantauan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Eksternal

Terlaksananya pengawasan 

desa

Terevaluasinya Perangkat Daerah terkait 

implementasi Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah

Terevaluasinya Perangkat 

Daerah terkait 

implementasi MR

Terlaksananya sosialisasi  

survey SPI KPK pada 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Penilaian 

Internal Zona Integritas 

pada Perangkat Daerah 

yang diusulkan

Terlaksananya pemantauan 

kepatuhan pelaporan WBS 

dan Benturan Kepentingan

Terlaksananya 

monitoring kepatuhan 

pelaporan LHKPN

Terlaksananya 

pemantauan kepatuhan 

pelaporan gratifikasi

Terevaluasinya 

Perangkat Daerah 

terkait implementasi RB

Terlaksanya survey 

terhadap auditi/entitas

Terlaksananya 

Rencana pengawasan

Terlaksananya 

revisi/update regulasi 

/kebijakan tentang 

pengawasan

Tersedianya APIP yang 

telah mengikuti/lulus 

pelatihan/diklat teknis

Terlaksananya penyelesaian 

pengaduan 

Terlaksananya penyelesaian 

Penanganan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah

Terlaksananya kegiatan 

kerjasama pengawasan internal

Terlaksananya Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Terlaksananya 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Sem

esteran SKPD

Terlaksananya 

Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Terlaksananya 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya 

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

Terlaksananya 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan

Terlaksananya 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

Undangan

Terlaksananya 

Penyelenggaraa

n Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Terlaksananya 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

Terlaksananya 

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

Umum dan 

Kantor

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Re

habilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPD) Jumlah  LHE SAKIP internal PD Jumlah laporan 

pengawasan dengan 

tujuan tertentu

Jumlah Laporan hasil 

Audit

Jumlah 

Laporan Hasil 

reviu

Jumlah Laporan 

Hasil monitoring

Jumlah 

Laporan Hasil 

Evaluasi

Jumlah Laporan 

pemantauan  Tindak LanjutL  

hasil Pemeriksaan Eksternal 

Jumlah laporan 

pengawasan desa

Jumlah Perangkat Daerah yang 

terevaluasi SPIP

Jumlah Perangkat Daerah 

yang terevaluasi MR

Jumlah Perangkat Daerah 

yang di sosialisasi

Jumlah LKE dan LHE PD 

yang dinilai secara mandiri 

oleh TIM Penilai Internal 

APIP

Jumlah laporan WBS dan 

benturan kepentingan

Jumlah Wajib lapor 

yang melaporkan

Jumlah laporan 

gratifikasi

Jumlah Perangkat 

Daerah yang terevaluasi 

RB

Jumlah entitas yang 

dilaksanakan survey 

kepuasan

Jumlah Pelaksanaan 

pengawasan

Jumlah dokumen 

regulasi /kebijakan 

tentang pengawasan 

yang terbaru

 Jumlah APIP yang 

mengikuti pendidikan 

dan pelatihan 

Jumlah Laporan monitoring  

penyelesaian  pengaduan

Jumlah Laporan monitoring  

penyelesaian  Penanganan 

Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah

Jumlah laporan kegiatan 

kerjasama pengawasan internal

Jumlah laporan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah laporan 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPDKoordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/S

emesteran  SKPD

Jumlah Dokumen 

Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

yang 

Disediakan

Jumlah 

Dokumen 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Disediakan

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraa

n Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang Disediakan

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya

Jumlah 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang Dipelihara

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi

1.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1.1.2. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Persentase dokumen Tindak Lanjut OPD yang cukup dan memadai  

Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang berstatus sesuai

Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat

Persentase PD yang mengimplementasikan budaya Pencegahan korupsi 

2.1.3. Meningkatnya budaya pencegahan korupsi

2.1. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Nilai IEPK

Meningkatnya kualitas manajemen risiko dan  integritas anti korupsi

3.2.  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.2.1. Meningkatnya kualitas penunjang peyelenggaraan tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah

Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

3.1.1.  Meningkatnya kualitas  implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik elemen Peningkatan Kapabilitas APIP

Rata-rata skor evaluasi  elemen Kapabilitas APIP

Nilai MRI Nilai Kapabilitas APIP

Meningkatnya integritas dan kualitas pengendalian Internal PEMDA

Nilai Maturitas SPIP

Meningkatnya kapabilitas APIP
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1.1.1.2.4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

APIP

1.2.1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 

Tertentu

2.2.1. Pendampingan dan Asistensi2.1.3 Pendampingan dan Asistensi

1.1.1.2. Meningkatnya kepatuhan PD dalam pemenuhan TL hasil pengawasan

Persentase PD  yang memenuhi dokumen Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan

1.1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

3.2.1.  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2.1.1. Meningkatny kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

2.2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

3.2.5. Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.5.1. Meningkatnya kualitas 

kontribusi Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase kegiatan Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 

terfasilitasi pada laporannya

3.2.6.  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang 

sesuai dan patuh terhadap peraturan

3.2.2.1. Meningkatnya kualitas pelaporan administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

3.2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase kegiatan administrasi umum yang terfasilitasi pada laporannya

3.2.3.1. Meningkatnya kualitas kontribusi kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah

3.2.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.2.6.1.  Meningkatnya kualitas laporan proses Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase dokumen laporan  proses pemeliharaan BMD yang sesuai 

dan patuh terhadap peraturan


